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BAB V  
PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan urian-uraian dalam pembahasan diatas, penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut :   

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 

1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Padang Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg telah memenuhi aspek yuridis, 

filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, kedua putusan didasarkan pada 

ketentuan hukum yang mengatur perceraian, meskipun pertimbangan 

hakim tingkat banding lebih komprehensif. Secara filosofis, kedua 

putusan berupaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dengan 

mengakhiri perkawinan yang tidak lagi dapat dipertahankan. Sementara 

itu, secara sosiologis, kedua hakim mempertimbangkan kondisi nyata 

para pihak, seperti perselisihan yang berkepanjangan, pisah tempat 

tinggal, dan gagalnya upaya perdamaian. Namun, pertimbangan hakim 

tingkat banding dinilai lebih kuat karena mampu mengaitkan fakta-fakta 

tersebut dengan kondisi broken marriage, sehingga lebih sesuai dengan 

realitas yang dialami para pihak. 

2. Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, perbedaan 

pertimbangan hukum antara Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang 

dalam Putusan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam Putusan Nomor 

15/Pdt.G/2025/PTA.Pdg bukan hanya terletak pada perbedaan 

penerapan hukum, melainkan pada perbedaan ratio decidendi dalam 

membangun penalaran hukum atas fakta yang sama. Hakim tingkat 

pertama menerima testimonium de auditu sebagai dasar pembuktian 

perselisihan, sedangkan hakim tingkat banding membangun 

argumentasi yang lebih kuat melalui penilaian alat bukti yang lebih 

sesuai dengan prinsip hukum pembuktian dan konstruksi hukum yang 

lebih komprehensif. Oleh karena itu, ratio decidendi hakim tingkat 
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banding dinilai lebih unggul secara yuridis. Namun, pertimbangan 

mengenai adanya kekerasan psikis masih menyisakan kelemahan karena 

tidak didukung oleh keterangan ahli, sehingga kesimpulan mengenai 

penderitaan psikis Penggugat belum sepenuhnya terbukti secara hukum 

acara. 

1.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran 

atau masukan sebagai sumbangan pemikiran, yaitu   

1. Kepada hakim di lingkungan Peradilan Agama disarankan dalam perkara 

perceraian hendaknya tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur 

normatif alasan perceraian, tetapi juga mengintegrasikan aspek yuridis, 

filosofis, dan sosiologis secara seimbang dalam pertimbangan 

putusannya sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan 

kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan sesuai dengan 

kondisi nyata yang dialami para pihak. 

2. Bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama juga disarankan dalam 

penggunaan alasan kekerasan psikis sebagai dasar pertimbangan 

perceraian, hakim sebaiknya memastikan terlebih dahulu terpenuhinya 

unsur akibat psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga. Pembuktian mengenai dampak psikis tersebut dapat diperkuat 

melalui keterangan ahli atau alat bukti lain yang relevan agar 

pertimbangan hukum yang digunakan menjadi lebih lengkap dan tidak 

menimbulkan keraguan dari sisi pembuktian. 
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